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BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR: 198 TaAyq 008

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI BANYUMAS,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2005 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950
Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3569) ;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048) ;
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{30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pidana Korupsi (Lembaran Negara

‘ 37, Tambahan Lembaran Negara

Undang-

Peming undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
angunan Nasional Tahun 2000-2004 (Lembaran
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. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8
Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201,
Tambahan Lembaran negara Nomor 4021) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun
2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4165) ;

Peraturan  Pemerintah  Nomor 105 Tahun 2000
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ,
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Daertur:an Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak

Ta Z (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118,
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:era.tura.n Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002
tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan
Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan
APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan
Penyusunan Perhitungan APBD :

17. Perda Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 23 seri E), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 19 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 41 Seri E) ;

14,

15.

16.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun
2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2006 (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 1 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan - PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :
3
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Bndapatan .
1. A pendapatan Aslj Daerah
~ pana Perimbangan

58.338 9
in_lai 908,
c. Lain-lain Pendapatap, Vang s 400,00

P 677
ah Rp A3 020.990 09

\0,00

, Belanja: &735.769.929.390,00
ApARATUR DAERAH
a Belam:a Administrag; Umum R
p. Belanja Operasi dan, P 155.399.415 162,13
Pemeliharaan
c. Belanja Modal I;p 17-243-255.882,00
P 15.506.192.000 00
B S
Rp 188.148.863.044,13
PELAYANAN PUBLIK
a. Belanja Administrag;
Umum Ry 372.778.188.897,00

b. Belanja Operasi dan
Pemeliharaan

c. Belanja Modal

d. Belanja Bagi Hasil dan

Bantuan Keuangan Rp 43.011.014.532,00
e. Belanja Tidak Tersangka Rp  5.000.000.000,00

Rp 49.733.581 .386,00
Rp 85.048.778.900,00

Rp 555.571.563.715,00

Jumlah Belanja Rp 743.720.426.759,13

Surplus/(Defisit) Rp (7.950.497.369,13)

3. Pembiayaan :
a. Penerimaan Rp 9.800.697.369,13

b. Pengeluaran Rp  1.850.200.000,00

(Rp 7.950.497.369,13)
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Pasal 2

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Diundanaican & Purmokeri 1
Pada Tanggat.. k. AANUAY dopp |
SEKRETARIS DAERAH 1ABUPATEN q

!
I3

BERITA DAERA;

SERL,

C \PBD2006\PenjabaranAPBD2006

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 3 1 0:C KUUS
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